AGENDA BESAR SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA
A. Pentingnya ruang public

Tanpa rakyat, suatu negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara damai dan dinamis. Jika suatu Negara ingin menjamin kelangsungan hidupnya secara damai & dinamis, Negara tersebut harus membuat rakyatnya betah tinggal didalamnya. Konsekunsinya, rakyat diberikan ruang public yang memadai agar mampu mengekspresikan dirinya.

Oleh karenanya, jika rakyat enggan mengekspreikan dirinya, jangan berharap negara itu menjamin dinamika bangsanya. Di Philipina Presiden Ferdinand Marcos berkuasa tanpa adanya dukungan rakyat secara menyeluruh, dan akhirnya kekuasaannya tumbang oleh people’s power (Cory Aquino)
Oleh karena itulah sumber dari segala sumber kekuatan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan rakyatnya. Bisa jadi suatu bangsa terlihat super dan kuat, namun kekuatan itu bukan kekuatan emosional yg mampu mendobrak segala bentuk ”kekuatan” lain. Ia hanya kekuatan yg bersifat sementara / kekuatan luar saja
B. Era Suharto
Kekuatan rakyat yang besar akan sangat kontradiktif ketika kita mengamati perilaku politik orde baru. Rakyat menduduki posisi dilematis. Satu sisi ia dijadikan kekuatan bagi proses pembangunan dan sarana untuk mendukung kebijakan elit politik. Namun di sisi lain tak jarang rakyat masih menjadi objek politik, sehingga dalam aktualisasinya cenderung mudah dimobilisasi.

Mereka pun dibatasi ruang publiknya untuk turut serta mempengaruhi kebijakan publik, padahal rakyat ingin turut menentukan kemajuan bangsanya. Rakyat menginginkan ruang pilitik yang lebih luas bagi dirinya karena mereka sadar bahwa dirinya merupakan sumber eksistensi negaranya.
Pada masa Orba posisi rakyat tidak jelas bahkan semakin absurd. Rakyat sering menjadi kedok yang dikibarkan kepentingannya namun di balik itu ada kepentingan lain yang tersembunyi.

Contohnya, pembangunan untuk rakyat. Sekilas, ide ini ideal sekali karena ditujukan kepada rakyat. Namun yang sering terjadi, rakyat dimanipulasi keberadaannya untuk kepentingan pembangunan itu sendiri. Rakyat seringkali dijadikan objek kepentingan tertentu.

Rakyat terlihat kontribusinya ketika pemerintah membutuhkan dukungan suara / legitimasi kebijakan tertentu seperti halnya dalam pemilu atau dalam penyusunan rencana anggaran. Rakyat sangat dibutuhkan ketika pemilu, sehingga masing-masing kontestan merasa perlu dukungan rakyat agar dirinya terpilih. Namun tak disangkal, dalam posisi demikian rakyat menjadi barang dagangan. Ia digiring untuk ”membeli” yang ini dan jangan ”membeli” yang itu. Berbeda ketika pemerintah menginginkan legitimasi kebijakan tertentu yang bertolak belakang / tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Dalam posisi itu, seolah rakyat tidak dianggap sehingga jeritan hatinya tidak perlu didengarkan.
C. Pasca Suharto

Perilaku politik berubah total ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden, 21 Mei 1998. sistem sosial dan politik berubah. Rakyat yang sebelumnya terbelenggu kebebasannya menjadi bebas bahkan terkesan liar. Ibarat kuda lepas dari kandangnya. Tingkat pertisipasi rakyat mencapai titik kulminasi tertinggi pada era ini. Rakyat menjadi berani menyampaikan pendapatnya, demonstrasi yang sebelumnya ditabukan, saat ini sudah menjadi kegiatan biasa. 

Sistem komunikasi pasca Soeharto juga tidak serta merta sistem komunikasi di Indonesia terbuka sesuai harapan ideal masyarakat. Pasca ini justru ibarat ”kuda lepas dari kandang”. Semua elemen dalam komunikasi inginnya bebas tanpa kekangan. Pers pun menuntut keterbukaan yang selama ini dikekang oleh pemerintahannya. Maka, pemerintah Habibie mencabut SIUPP dan mengeluarkan UU pokok pers yang baru no. 40 tahun 1999. maka, dimulailah era keterbukaan.
Tetapi, keterbukaan ini ternyata dimaknai secara bebas & tanpa aturan main. Bahkan, setiap ada campur tangan pada pers dianggap mengancam hak asasi manusia. Warga masyarakat menjadi takut dianggap tidak mendukung demokratisasi. Pers berdiri sendirian di depan. 
D. Agenda SKI kita

Beberapa hal yang layak dicermati :
1. SKI harus memfungsikan partisipasi rakyat secara menyeluruh. Sebab, sebuah sistem tanpa dukungan rakyat tidak akan berjalan baik, rakyat adalah elemen penting bagi kesuksesan sistem komunikasi.
2. SKI sudah memasuki sistem yang lebih terbuka. Kenyataan ini menjadi sesuatu yang baik bagi proses SKI, karena suatu sistem mempunyai ciri terbuka (media massa & internet).

3. ruang publik rakyat harus tetap dipertahankan & diberikan dalam kadar yang lebih ”kini & masa mendatang”. Komunikasi ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan ke jantung pemroresan sistem, & hasil pemroresan tersebut dialirkan kembali yang selanjutnya menjadi feedback.
4. SKI menjadi alat pemintal yang menghubungkan antarsistem dalam masyarakat. Ruang publik yang bebas menjadi sebuah ”lembaga sosial” bagi berjalannya proses tersebut. SK harus mampu mempersatukan perbedaan multikultur masyarakat Indonesia.

5. peran media massa menjadi sangat penting di tengah komunitas masyarakat yang kian besar. Media dalam SKI menjadi unsur penghubung antar berbagai komponen masyarakat. Opini publik yang dibentuk media massa berpengaruh langsung terhadap rotasi SKI. Media massa harus diberikan porsi lebih agar bisa mengalokasikan kepentingan masyarakat & pemerintah secara baik. Meskipun masyarakat, pers & pemerintah punya tuntutan yang berbeda.

